
 
 

WALIKOTA SUKABUMI 
 

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI 
 

NOMOR  22  TAHUN 2009 
 

TENTANG : 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009 

 
 

WALIKOTA SUKABUMI, 
 
 
Menimbang  : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota Sukabumi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah;  

 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 
16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

 
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3988); 

4. Undang-Undang ……. 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor   5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
9. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5043); 
 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
…….)  

14. Peraturan ……. 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian 

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif 
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 
 

23. Peraturan …… 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional; 
 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009; 

 
32. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 
Nomor 50 Seri  E – 7) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9  Tahun 
2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Nomor 5); 

 



33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2005 Nomor 5 Seri A – 3);   

 
34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Nomor 4); 

 
35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Nomor 9); 

 
36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2008 Nomor 2); 

 
37. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); 

 
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 15);  

 
39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah 
Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 15);  

 
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 1); 

 
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3); 

 
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah 
Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 
2009 Nomor 5); 

43. Peraturan …… 
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43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2009 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 8); 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
 



Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2009. 

 
 

Pasal 1 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula 
berjumlah Rp 521.106.261.000,00 bertambah sejumlah Rp 61.227.445.000,00 
sehingga menjadi Rp 582.333.706.000,00 dengan perincian sebagai berikut : 

 
1. Pendapatan     

 
a. Semula Rp 458.908.401.000,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp   51.917.023.000,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp 510.825.424.000,00 

 
2. Belanja    

 
a. Semula Rp 521.106.261.000,00 
b. Bertambah/(berkurang) Rp   61.227.445.000,00 
Jumlah Belanja setelah  Perubahan Rp 582.333.706.000,00 

  Surplus/(Defisit) setelah perubahan  Rp  (61.227.445.000,00) 
 

3. Pembiayaan  
 

a. Penerimaan  
 

1) Semula  Rp  65.697.860.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp  10.560.422.000,00  

Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp   76.258.282.000,00 
 
b. Pengeluaran  
 

1) Semula  Rp   3.500.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp   1.250.000.000,00 

 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan    Rp     4.750.000.000,00 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  Rp     9.310.422.000,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp              - 

 
 

Pasal 2 
 
Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Walikota ini. 
 

Pasal 3 …… 
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Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 4 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
 
Ditetapkan  di  Sukabumi 
Pada tanggal  9  Desember  2009 

 
WALIKOTA SUKABUMI, 

 
cap. ttd.  

 
 
 

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR 
 

 Diundangkan di Sukabumi  
 Pada tanggal  9  Desember  2009 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SUKABUMI, 
 

cap. ttd.  
 
 
 

MOHAMAD MURAZ 
 
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009  NOMOR 222  


